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KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XI|/1 7

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

Menimbang . a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai

Mengingat . 1.

dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib

menetapkan standar pelayanan publik;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penrlaian kinerja dan kualitas

penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka

perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya

dengan Keputusan Direktur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3676 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan lnstalasi

Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5496);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir; (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5553);

b.

2.

3.

4.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar

pelayanan publik (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-

OTK /-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga

Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 1

Tahun 2008;

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 tantang Sistem

Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 631);

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON

DAYA

Menetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Reaktor Non Daya

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari:

a. Lampiran-t Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di lnternal

Orga n isa si (M an uf actu ri ng)

b. Lampiran-lt Komponen Standar Pelayanan Publik Proses Penyampaian

Pelayanan (Seruic e Delivery)

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan

internal dan eksterna!, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik;

6.

7.

8.

9.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Standar

Pelayanan Publik ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga

Nuklir (BAPETEN)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam

penetapan ini.

Ditetapkan di . JAI(ARTA
. 8 Desember 2017

D.ahIia Cakray.vlti-Sinaga ll;
NrP. 1 96303231 985032002



LAMPIRAN .I
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURTNGI

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun

1997 tentang Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga

nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada ayat (2), mengamanatkan bahwa pembangunan

dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor

nuklir wajib memiliki izin.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik !ndonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang pelayanan

publik tersebut, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan

publik dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan perizinan reaktor non daya disusun standar pelayanan publik. Adapun teknis

penyusunan standar pelayanan publik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

pelayanan publik.

B. KOMPONEN MANUFACTURING

l. Dasar Hukum

a. Undang Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

b. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c. peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan lnstalasi Nuklir dan

Pemanfaatan Bahan Nuklir.

d. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

e. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.

f. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahu n 2017 tentang Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan BAPETEN.



ll. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan perizinan yang memadai dan

dilengkapi dengan ruang penerima tamu, anjungan informasi layanan perizinan, coffee

maker, TV, alat tulis kantor, komputer, internet, printer, telepon, faksimil.

Pelayanan perizinan reaktor non daya diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat

Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B BAPETEN, Jl. Gajah mada No.

8 Jakarta Pusat, Telp/Fax (021) 63851 028, Email: dpibn@bapeten.gg.id.

lll. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan reaktor non daya, meliputi:

1. Direktur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

2. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama

a. Pendidikan minimal S1 teknis dan MIPA;

b. Telah mendapatkan pelatihan terkart tugas dan wewenangnya ; dan

c. Sesuai lnformasi Jabatan (lJ) pengawas radiasi Madya dan Utama

4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda

a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan

c. Sesuai lJ pengawas radiasi pertama dan muda

5. Analis Radiasi dan Keamanan Nuklir

a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

6. Analis PNBP

a. Pendidikan minimal D3; dan

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

lV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal

merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar

selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah

ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN

dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga

Nuklir 01 Rev.2/ K-OTK /-04. Pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilakukan

melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan,



V.

dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendatian lnternal Pemerintah (SPIP) berupa

Rencana Tindak Pengendalian (RTP). DPIBN melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan

melalui SIPPATEN.

Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan reaktor non daya terdiri dari 1

(satu) orang petugas penerima dokumen, 3 (tiga) orang pengampu/penilai ulang, 1 (satu)

orang bendahara PNBP, 20 (dua puluh) orang penilai dokumen, 1 (satu) orang KaSubdit,

dan 1 (satu) orang Direktur.

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan

perlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk

menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman,

dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat perizinan instalasi dan bahan nuklir akan dan sedang berupaya untuk

memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001.2015, dan mengembangkan

sistem perizinan berbasis online.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan

keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan

perizinan di lantai 4 Gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil. Selain itu lantai

4 Gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan.

Pelayanan perizinan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan

informasi pada dokumen perizinan. Dokumen fisik perizinan disimpan dalam lemari arsip

yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap,

APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. penilaian kinerja pelayanan perizinan reaktor non daya dilakukan dengan penilaian diri

dan mandiri.

b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh

DPIBN. Penilaian dilaksanakan terhadap lndikator Kinerja Program perizinan reaktor

non daya yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan target RENSTRA.

vt.

vil.

vill.



c. Penilaian mandiri dilakukan oleh lnspektorat dan BHO. Evaluasi dilakukan melalui

antara lain: audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu,

dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan

metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang

dilakukan setiap akhir tahun.

d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPIBN harus melakukan perbaikan untuk

peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous

improvement).



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Reaktor Non Daya < 2 MWt

1. Persetujuan Evaluasi Tapak

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Adm inistrasi:

Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Persetujuan Evaluas Tapak

Teknis:
a. Program evaluasi tapak;
b. Sistem manaiemen.

2. P rosed u r

Pernotrr>rr
G

\r't!&#.l,:' #a .r1
tsr-.-

,' , 
,, 

".,rrr.:,., ,, , ,

-t

ftegistrasi

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan
Palinq Lama 6 Bulan

4. Biaya Rp. 60.200.000
(Enam Puluh Juta Dua Rafus Ribu Rupiah)

5. Produk Persetuiuan Evaluasi Tapak
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax. 021-6302109



d. Surat elektronik pada alamat e-mail:
penqaduan@bapeten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.

NO KOMPONEN URAIAN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERn

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

2. lzinTapak

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administratif

o bukti pendirian badan hukum;
o hak atas tanah/izin pinjam pakai

kawasan
o kesesuaian dengan penataan ruang
o bukti pembayaran biaya permohonan izin

tapak

b. Teknis
o laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak
o laporan pelaksanaan sistem manajemen

Evaluasi Tapak;
o Daftar linformasi Desain
o Dokumen data utama reaktor nuklir

2. Prosedur

--,)
lr+t!
}<TTJN Proses Penilaian

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 2 Tahun
Palinq Lama 3 Tahun

Perrrot'rorr

Berndahara
FNEIP



NO KOMPONEN URAIAN
4. Biaya Rp 214.550.000,-

(Dua Rafus Empat Belas Juta Lima Rafus
Lima Puluh Ribu Rupiah\

5. Produk lzin Tapak
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax. 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mai!:

pe n gad Ua n @ ba peten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

3. Persetujuan Desain

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Administrasi:
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Persetujuan Evaluas TaPak

Teknis:
a. Desain rinci reaktor nuklir
b. Laporan analisis keselamatan

2. Prosedur

Registrasi

Elendahara
PNEIP

-){'r+
}<T[J N Proses Penilaian

Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari
Paling lama 12 bulan
Paling lama 6 Bulan

3.

4. Biaya Rp. 35.000.000
(Tiga Puluh Lima Juta Ruqiah)

5. Produk Persetuiuan Desain

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website htto://sippaten.baoeten.qo.id

c

I



c.
d.

Call center TelplFax: 021 -6302109
Surat elektronik pada alamat e-mail:
penoad uan@bapeten.qo. id
Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.

e.

f.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR :453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERn

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

4. Persetujuan Perubahan Desain

NO KOMPONEN URA!AN

1. Persyaratan a. Data perubahan desain reaktor nuklir
b. Laporan analisis keselamatan

2. Prosedur

Pernotron Registrasi

Proses Penilaian
}<TU N

Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling
Paling
Paling

lama
lama
lama

30 hari
6 bulan
1 tahun

3.

4. Biaya Bebas biaya

5. Produk Persetujuan Perubahan Desain

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go'id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:



NO KOMPONEN URAIAN
penqaduan@bapeten. go. id

e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f . Kotak pengaduan yang tersedia di
Lobby Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELrVERYI

A. Standar Pelayanan Pubtik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

5. lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Persyaratan ad mi nistratif
a. Bukti pendirian badan hukum
b. lzin mendirikan bangunan gedung fungsi

khusus dari menteri Yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pekerjaan
umum

c. Sertifikat penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja dari
menteri yang menYelenggarakan
urursan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan

d. lzin usaha jasa konstruksi dari menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pekerjaan
umum

e. lzin terkait penanaman modal asing dari
kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal

f . bukti pembayaran biaya permohonan
izin konstruksi

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Dokumen sistem manajemen
d. Daftar lnformasi Desain
e. Program proteksi dan keselamatan

radiasi
f . Dokumen sistem Safeguards
g. Dokumen rencana Proteksi fisik
h. Program manajemen Penuaan
i. Program dekomisioning
j Program kesiaPsiagaan nuklir
k. Program konstruksi
l. lzin lingkungan dari menteri yang



NO KOMPONEN URAIAN
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hiduP

Persyaratan finansial, (yang menjamin
pelaksanaan konstruksi sampai dengan
pelaksanaan operasi), meliputi:

a. Deposito berjangka Pada bank
pemerintah

b. Surat jaminan bank garansi pada bank
pemerintah atau bank swasta nasional,
atau

c. Cadangan akuntansi

2. Prosedur

Per"rrohorr

13€r'rcrataar,a
PN E}P

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari
Paling lama 2 tahun
Paling lama 4 tahun

4. Biaya Rp. 207.590.000
(Dua Rafus Tuiuh Juta Lima Rafus Sembilan
Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi

5. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqaduan@baPeten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN . !I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZTNAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELrVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

5. lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan ad m inistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. lzin mendirikan bangunan gedung fungsi

khusus dari menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan
umum

c. Sertifikat penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja dari
menteri yang menyelenggarakan
urursan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan

d. lzin usaha jasa konstruksi dari menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan
umum

e. lzin terkait penanaman modal asing dari
kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal

f. bukti pembayaran biaya permohonan
izin konstruksi

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Dokumen sistem manajemen
d. Daftar lnformasi Desain
e. Program proteksi dan keselamatan

radiasi
f. Dokumen sistem Safeguards
g. Dokumen rencana proteksi fisik
h. Program manajemen penuaan
i. Program dekomisioning
j Program kesiapsiagaan nuklir
k. Program konstruksi
l. lzin linqkunqan darr menteri yang



NO KOMPONEN URAIAN
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hiduP

Persyaratan finansial, (yang menjamin
pelaksanaan konstruksi sampai dengan
pelaksanaan operasi), meliputi:

a. Deposito berjangka Pada bank
pemerintah

b. Surat jaminan bank garansi pada bank
pemerintah atau bank swasta nasional,
atau

c. Cadangan akuntansi

2. Prosedur

Perrr o ?r ra, rt

Ber'raralaarza
PNBP

- 
- -.-1-+zrB F

K-r(Jtv
Proses Penilaian

Iilegistrasi

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari
Paling lama 2 tahun
Paling lama 4 tahun

4. Biaya Rp. 207.590.000
(Dua Rafus Tuiuh Juta Lima Rafus Sembilan
Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website htto://sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

Pengadua n@baPeten.oo. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELrVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

6. Perpanjangan lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Adm inistrasi:
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Persetujuan Evaluas Tapak

Teknis:
a. Laporan kemajuan kegiatan konstruksi
b. Program dan jadwal baru kegiatan

konstruksi
2. Prosedur

Perrr <>trorr Flegistrasi

iZ,ilra

-?

r<-rLJ I\I

3. Waktu

Penilaian Dokumen Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp.22.400.000
(Dua Puluh Dua Juta Empat Rafus Ribu
Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

ISle rrclafra r,cr
PT\tE}P

Proses Penilaian



b.
c.
d

e.

f.

BAPETEN
Website http://siopaten. bapeten. qo. id

Call center T elplFax: 02 1 -6302109
Surat elektronik pada alamat e-mail:
penoadua n@bapeten. go. id

Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedunq B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLTR

NOMOR :453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELIVERn

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

7. lzin Komisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan ad m inistratif:

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Sertifikat laik fungsi bangunan dari

kepala daerah
c. Bukti pembayaran biaya permohonan

izin komisioning
Persyaratan Teknis:

a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Program perawatan
d. Dokumen sistem manajemen
e. Program komisioning
f . Program proteksi dan keselamatan

radiasi
Dokumen sistem Safeguards
Dokumen rencana proteksi fisik
Program manajemen penuaan
Program dekomisioning
Program kesiapsiagaan nuklir
Laporan pelaksanaan lzin lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

m. Laporan hasil kegiatan konstruksi
n. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun

Persyaratan finansial, meliputi:
a. Bukti kemampuan finansial

pertanggungjawaban kerugian nuklir
yang berupa asuransi atau jaminan
keuangan lainnya, dan

b. Bukti jaminan finansial pelaksanaan
dekomisioning, berupa:

i. Deposito berjangka pada bank
pemerintah

ii. Asuransi, dan/atau
iii. Jaminan keuangan lainnya

g.

h.
i.

j
k.
t.



NO KOMPONEN URAIAN
2. Prosed u r

Pernotrc>n F{egistrasi

ElencJahara
PNBP

t- \ry
}<TIJN

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaran Kelengkapan
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 12 bulan
Paling Lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 1 13.260.000
(Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Komisioning

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail.

penqad ua n@bapeten.qo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR :453/DPIBN/XI|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

8. Persetujuan Modifikasi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Administrasi:
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Persetuj u an Modifi kasi

Teknis:
a. Program modifikasi;
b. Sistem manajemen modifikasi.

2. Prosedur

Ben(rah€rra
PNE}P

Proses Penilaian

Waktu
a. Penilaian Kelengkapan.
b. Penilaian Teknis.
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari
Paling lama 6 bulan
Paling lama 6 bulan

t<cgistrasi

3.

4. Biaya Rp. 9.675.000
(Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima

Ribu Rupiah)

5. Produk Persetuj uan Modifi kasi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:

Perr.I(}l.rcrr.|



NO KOMPONEN URAIAN
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippatqn.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pengaduan@bapeten.oo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XI|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E D ELTVERY

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

9. Perpanjangan lzin Komisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Ad m inistrasi:

Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Perpanjangan lzin Komisioning

Teknis
a. Laporan kemajuan kegiatan komisioning
b. Program dan jadwal Pelaksanaan

komisioning yang baru

2. Prosedur

Elel.rclalaar:r
PNBP

Proses Penilaian

f?eg i r*tr";r r

3. Waktu

Penilaian Dokumen Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp 18.800.000 -
(Delapan Belas Juta Delapan ratus Ribu
Rupiah)

5. Produk lzin Komisioning

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melald

Perrrolron

-a-!-+:+



NO KOMPONEN URAIAN
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippatqn.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pen gad ua n@ba peten. oo. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

1. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN . II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELTVERY

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

10. lzin Operasi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persya rata n ad m i nistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Bukti pembayaran biaya permohonan

izin operasi

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Program perawatan
d. Dokumen sistem manajemen
e. Program proteksi dan keselamatan

radiasi
f. Dokumen sistem Safeguards
g Dokumen rencana proteksi fisik
h. Programdekomisioning
i. Program kesiapsiagaan nuklir
j Laporan pelaksanaan lzin lingkungan

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

2. Prosed u r

fr{a
G

Vl-$ff
E=r.--

) 
'trtr'rt '

z- \j*P
l<-rurv

I



NO KOMPONEN URAIAN
3. Waktu

a. Pemeriksaan Kelengkapan
Dokumen

b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 2 tahun
Paling Lama 2 tahun

4. Biaya Rp. 200.1 10.000,-
(Dua Ratus J uta Seratus Sepuluh Ribu
Rupiah)

5. Prod u k lzin Operasi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call cenferTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penq
e Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedunq B, BAPETEN.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR :453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E D ELIVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

11. Perpanjangan lzin Operasi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Administrasi:

Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Perpanjangan lzin Operasi

Teknis:
a. Laporan analisis keselamatan
b. Laporan penrlaian keselamatan berkala
c. Laporan operasi
d. Laporan katian penuaan

2. Prosed u r

Elrrnclatrara
FNE}P

-a*!i:ei I\r
=K-l- LJ r"J

?--.. -"- ,;\-:'\-
. 

-> :" \

A-4-.-.e- ;
Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Dokumen Paling lanra 2 tahun

4. Biaya Rp.99.750.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Operasi

6. Pengelolaan Pengaduan Penqaduan masyarakat terhadap pelayanan



perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http.//sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pe nqadua n@bapeten. qo. id
ilurat tertulis ke !nspektorat BAPETEN
(j.ngan formulir yang telah tersedia, dan
l'.otak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELrVERn

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

12. Persetujuan Utilisasi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Administrasi:
Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Persetujuan Utilisasi

Teknis:
a. Program utilisasi;
b. Sistem manaiemen utilisasi.

2. Prosedur

Elerncls?rara
PNE3F

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen.
b. Penilaian Teknis.
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling lama 6 bulan
Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 8. 625.000
(Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)

5. Produk Persetujuan Utilisasi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:

P



a.

b.
c.
d.

e.

f.

Datang langsung ke lnspektorat
BAPETEN
Website http://sippaten. bapeten. go. id
Call center TelplFax. 021 -6302109
Surat elektronik pada alamat e-mail:
pengad uan @ba peten. oo. id
Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELTVERY

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

13. lzin Dekomisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan adm inistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin

dekomisioning

Persyaratan Teknis
a. Programdekomisioning
b. Program proteksi dan keselamatan radiasi
c. Dokumen sistem manajemen
d. Program kesiapsiagaan nuklir

2. Prosed u r

Perl^rolror-r ISegistrasi

Berrdai'r:ilra
PNE}P

--rl

+zrE
}<TIJ N

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen.
b. Penilaian Teknis.
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari

Paling lama 1 tahun
Palinq lama 1 tahun

4. Biaya Rp.22.450.000
(Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Dekomisioninq



6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapetqn.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqad ua n @ba peten. oo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XI!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya < 2 MWt

14. Pernyataan Pembebasan

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Administrasi:

Bukti Pembayaran Biaya Permohonan
Persetujuan Pernyataan Pembebasan

Teknis:
a. Hasil Pelaksanaan Dekomisioning
b. Hasil Pelaksanaan Penanganan limbah

radioaktif
c. Laporan Pelaksanaan izin lingkungan
d. Hasil Pengukuran paparan radiasi dan

kontaminasi zat radioaktif di dalam dan
di luar tapak

2. Prosed u r

P6rrrolrorr

Proses Penilaian

Flegistr,asi

-f:i-.'
Bs r-r<Ssr tr:l

3. Waktu
a. Pemeriksaan Kelengkapan

Dokumen.
b. Penilaian Teknis.
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari

Paling lama 6 bulan
Paling lama 6 bulan

4. Biava Rp. 18.800.000

--ry
}<TTJN

/l-r



(Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah)

Pernyataan Pembebasan

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penoaduan@bapeten. qo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

NO KOMPONEN URAIAN

5. Produk

b.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALS! DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

1. Persetujuan Evaluasi Tapak

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a.

b.

Program evaluasi tapak;
Sistem manajemen.

2. Prosedur

Perrr €rla{)r'r I?egistrasi

a-,-
iZ,i lra

-T
l<-rLrN

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

dokumen
b. Penilaian Teknis

Paling Iama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Rp. 60.200.000
(Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

5. Produk Persetujuan Tapak

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat BAPETEN
b. Website http:/lsippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqaduan@bapeten. qo. id

Berrclatrara
PNE}P



e. Surat tertulis ke !nspektorat
dengan formulir yang telah tersedia, dan

a. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN TNSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XI!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

2. lzin Tapak

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administratif

o bukti pendirian badan hukum;
o bukti hak atas tanah
o kesesuaian dengan penataan ruang
o bukti pembayaran biaya permohonan izin

tapak

b. Teknis
o laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak
o laporan pelaksanaan sistem manajemen

Evaluasi Tapak;
o DID
o Dokumen yang memuat data utama

reaktor nuklir
2. Prosedur

Perrr.>t'rorr Flegistrasi

Elenclal.r6r.a
PlvBr:|

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 2 Tahun
Paling Lama 3 Tahun



4. Biaya Rp. 214.550.000,-
(Dua Ratus Empat Belas juta Lima Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Tapak
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke !nspektorat BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call center Telp/Fax: 021 -6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pengad uan @bapeten. go. id

e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XI|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELIVERn

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

3. Persetujuan Desain

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Desain rinci reaktor nuklir

b. Laporan analisis keselamatan
2. Prosedur

Pr=rnolron Ftegistr:rsi

Elenclat-rAra
PNE}P

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 1.5 Tahun

4. Biaya Rp. 35.000.000
(Tiqa Puluh Lima Juta Rupiah)

5. Produk Persetuiuan Desain
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call center TelplFax: 021 -6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail.

pengaduan@bapeten. qo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XI|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

4. Persetujuan Perubahan Desain

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Data perubahan desain reaktor nuklir

b. Laporan analisis keselamatan

2. Prosedur

Ferrnoh<>n Iqegistrasi

----

I<TUN Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 6 bulan
Palinq Lama 1 tahun

4. Biaya Tidak Bayar
5. Produk Persetuiuan Perubahan Desain
b. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke !nspektorat BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqad uan@baoeten. go. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E D ELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

5. lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan adm inistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. lzin mendirikan bangunan gedung fungsi

khusus dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum

c. Sertifikat penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja dari
menteri yang menyelenggarakan urursan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

d. lzin usaha jasa konstruksi dari menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum

e. lzin terkait penanaman modal asing dari
kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi
penanaman modal

f. bukti pembayaran biaya permohonan izin
konstruksi

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Dokumen sistem manajemen
d. Daftar lnformasi Desain
e. Program proteksi dan keselamatan

radiasi
Dokumen sistem Safeguards
Dokumen rencana proteksi fisik
Program manajemen penuaan
Program dekomisioning
Program kesiapsiagaan nuklir
Program konstruksi
lzin lingkungan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan
linqkunoan hidup

t.
g.

h.
i.

j
k.
l.



Persyaratan finansial, (yang menjamin
pelaksanaan konstruksi sampai dengan
pelaksanaan operasi), meliputi:
a. Deposito berjangka pada bank pemerintah
b. Surat jaminan bank garansi pada bank

pemerintah atau bank swasta nasional,
atau

c. Cadanqan akuntansi
2. Prosedur

Perrrohon Reg i:stras i

Elerrclalrara
PNBP

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 2 Tahun
Palinq Lama 4 Tahun

4. Biaya Rp. 207.590 000
(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilah
Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang Iangsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call center TelplFax: 021 -6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pe nqad ua n @ba peten. oo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.

?-s+
KTL'N



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELIVERn

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

6. Perpanjangan lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a.
b.

Laporan kemajuan kegiatan konstruksi
Program dan jadwal baru kegiatan
konstruksi

2. Prosed u r

Psrrr<>trorr f1egistrasi

Elencralrara
PNBP

-c-3->-i Z.i lil<7
}<TtJN

Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Teknis Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 207.590.000

(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan

Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call center TelplFax. 021 -6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

F



pengad uan@bapeten.. go. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X||/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

P ELAYANAN (SERyrC E D ELIVERYI

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

7. lzin Komisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan administratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala

daerah
c. Bukti pembayaran biaya permohonan izin

komisioning

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Program perawatan
d. Dokumen sistem manajemen
e. Program komisioning
f . Program proteksi dan keselamatan radiasi
g. Dokumen sistem Safeguards
h. Dokumen rencana proteksi fisik
i. Program manajemen penuaan
j Program dekomisioning
k. Program kesiapsiagaan nuklir
l. Laporan pelaksanaan lzin lingkungan

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

m. Laporan hasi! kegiatan konstruksi
n. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun

Persyaratan finansial, meliputi.
a. Bukti kemampuan finansial

pertanggungjawaban kerugian nuklir yang
berupa asuransi atau jaminan keuangan
lainnya, dan

b. Bukti jaminan finansial pelaksanaan
dekomisioning, berupa:
i. Deposito berjangka pada bank

pemerintah
ii. Asuransi, dan/atau
iii. Jaminan keuanqan lainnya



2. Prosedur

P6rnofron R@g astr:as i

E]6n<lalraria
PhIE}P

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 1.5 Tahun

4. Biaya Rp. 1 13.260.000
(Serafus Tiga Belas Juta Dua Rafus Enam
Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Komisioninq
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http.//sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pengaduan@bapeten.qo. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedung B, BAPETEN.

---n-i#I.-
KTL'N



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

8. Perpanjangan lzin Komisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Laporan kemajuan kegiatan komisioning

b. Program dan jadwal pelaksanaan
komisioning yang baru

2. Prosed u r

Perrrohorr Flegistr:esi

Elen(rafrara
PNE}P

--,>-

+ziE
K-TL., N

Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Teknis Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 18.800.000 -
(Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah)

5. Produk lzin Komisioning
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail.

penqaduan@bapeten.qo. id



e.

t.

Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLTR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PE LAYANAN (SERyrC E DELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

9. lzin Operasi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan adm inistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin

operasi

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Program perawatan
d. Dokumen sistem manajemen
e. Program proteksi dan keselamatan radiasi
t. Dokumen sistem Safeguards
g. Dokumen rencana proteksi fisik
h. Program dekomisioning
i. Program kesiapsiagaan nuklir
j Laporan pelaksanaan lzin lingkungan

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan !ingkungan hidup

2. Prosedur

Perrrolrr>rr Silegistr:asi

Eiertcralraria
PNE}P

4-

i Z,i lrf

-7
K-TLJN

Proses Penilaian



3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 2 Tahun
Paling Lama 4 Tahun

4. Biaya Rp. 200.1 1 0.000,-
(Dua Ratus Juta Seratus Sepuluh Ribu
Rupiah)

5. Produk lzin Operasi
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui.
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippa.ten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penoaduan@bapeten. go. id
e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

10. Perpanjangan lzin Operasi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Laporan analisis keselamatan

b. Laporan penilaian keselamatan berkala
c. Laporan operasi
d. Laporan kaiian penuaan

2. Prosedur

PerYr.:>la('n I?r=gistrasi

EienrJaltar:a
PNEIP

u-\

-i+i+
K-TL' N

Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Teknis Paling lama 2 Tahun

4. Biaya Rp. 99.750.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tuiuh Rafus
Lima Puluh Ribu Rupiah\

5. Produk Izin Operasi
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui.
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapetgn.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

Lenoad uan @,ba peten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN



dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLTR

NOMOR : 453/DPIBN/X|I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

11. Persetujuan Modifikasi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Program modifikasi;
b. Sistem manajemen modifikasi.

2. Prosedur

Ftegistrasi

Elerr<lalrara
PI{EIP

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen.
b. Penilaian Teknis.
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan
Paling lama 1 Tahun

4. Biaya Rp. 9.675.000
(Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Lima Ribu Rupiah)

5. Produk Persetujuan Modifikasi

b. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapqten.go.id
c. Call centerTelolFax: 021-6302109



d. Surat elektronik pada alamat e-mail:
penoaduan@bapeten. go. id

e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di
Gedunq B, BAPETEN.



LAMPIRAN . !I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERTZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2011

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NoN DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PE LAYANAN (SERyrC E DELIVERYI

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

12. Persetujuan Utilisasi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Program utilisasi;
b. Sistem manajemen utilisasi.

2. Prosedur

Pernol'rcln Itegistrasi

Etorrclalrara
PI{EIP

l<-rL, N
Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen.
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan
Paling lama 1 Tahun

4. Biaya Rp. 8. 625.000
(Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)

5. Produk Persetujuan Utilisasi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109



d.

e.

f.

Surat elektronik pada alamat e-mail:
penoad ua n @ba peten. qo. !d
Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di

Gedunq B. BAPETEN.



LAMPIRAN . !I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PE LAYANAN (SERyrC E DELTVERY

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

13. lzin Dekomisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan ad m i nistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Bukti pembayaran biaya permohonan

izin dekomisioning

Persyaratan Teknis
a. Programdekomisioning
b. Program proteksi dan keselamatan

radiasi
c. Dokumen sistem manajemen
d. Proqram kesiapsiaqaan nuklir

2. Prosedu r

P6rrrr:>l'rorr Ftegistra-s

Eler^rdaflara
PhIEIP

z-a
leB

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 2 Tahun

4. Biaya Rp.22.450.000
(Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah)



5. Produk lzin Dekomisioning
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http.//sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqaduan@bapeten. oo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
t. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XII/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyTCE DELrVERn

B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya 2 - 10 MWt

14. Persetujuan Pernyataan Pembebasan

NO KOMPONEN URAIAN
1, Persyaratan a. Hasil pelaksanaan dekomisioning

b. Hasil pelaksanaan penanganan limbah
radioaktif

c. Laporan pelaksanaan izin lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup,dan

d. Hasil pengukuran paparan radiasi dan
kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di
Iuar tapak.

2. Prosedur

Perr-rolriiln l<@gilBtrasi

Ele;'rcla?ra ra
PNEsP

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 1 Tahun

4. Biaya Rp.18.800.000
(Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah)

5. Produk Pernvataan Pembebasan
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

-
,-
Etr
}<TL.'N



perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website htto.//sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penoaduan@bapeten. go. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby



LAMPIRAN .II

SUMT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/XM2O17

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELTVERY

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

1. Persetujuan Evaluasi Tapak

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Program evaluasi tapak;
b. Sistem manaiemen.

2. Prosedur

Perrr.ohon f?egistrasi

Elen<Iia?"rara
PNEIP

--
,-iz.i trr

-7

}<TlJN
:

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan
b. Penilaian Teknis dan

Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 Hari
Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Rp. 60.200.000
(Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

5. Produk Persetuiuan Tapak
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dapat dilakukan melalui.
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqaduan@bapeten. go. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Gedung B, BAPETEN.





LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

2. Izin Tapak

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administratif

o bukti pendirian badan hukum;
o bukti hak atas tanah
o kesesuaian dengan penataan ruang
. bukti pembayaran biaya permohonan

izin tapak

b. Teknis
o Iaporan pelaksanaan Evaluasi Tapak
a laporan pelaksanaan sistem manajemen

Evaluasi Tapak;
O DID
o Dokumen yang memuat data utama

reaktor nuklir
2. Prosed u r

Perrrr>frrcf'l F?egistrasi

Elerrclalrara
PNE}P

-lzrB
}<TL' N

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 2 Tahun
Paling Lama 3 Tahun



4. Biaya Rp. 214.550.000,-
Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Tapak
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan perizinan dapat dilakukan
melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call center TelplFax: 021 -6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pengad uan@ba pete n. go. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia,
dan

f . Kotak pengaduan yang tersedia di
Lobbv Gedunq B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELrVERn

C. Standar Petayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

3. Persetuiuan Desain

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Desain rinci reaktor nuklir
b. Laporan analisis keselamatan

2. Prosedur

I:'6rrrcrfrcrn Registrasi

Berrclahara
PNElP

Proses Penilaian

Waktu
Penilaian
Dokumen

Kelengkapan

b. Penilaian Teknis
Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 6 bulanc.

3.

4. Biaya Rp. 35 000.000
(Tiga Puluh Lima Juta RuPiah)

5. Produk Persetujuan Desain

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masYarakat terhadaP
pelayanan perizinan dapat dilakukan
melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Webstte http.//sippaten.bapeten.go.id
c. Calt cenbrrePlFax: 021-!99?199-



d. Surat elektronik pada alamat e-mail:
penqad ua n@ba peten. qo. id

Surat tertulis ke !nspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia,
dan
Kotak pengaduan yang tersedia di

e.

B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

4. Persetujuan Perubahan Desain

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a.

b.
Data perubahan desain reaktor nuklir
Laporan analisis keselamatan

2. Prosedur

Perrrotron t?egistrasi

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian KelengkaPan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 6 bulan
Paling Lama 6 bulan

4. Biaya Tanpa Biaya

5. Produk Persetujuan Perubahan Desain

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masYarakat terhadaP
pelayanan perizinan dapat dilakukan
melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id



c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqad ua n@ bapeten. oo. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia,
dan

a. Kotak pengaduan yang tersedia di
Lobbv Gedunq B. BAPETEN.

NO KOMPONEN URAIAN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELTVERY

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

5. lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan admi nistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. lzin mendirikan bangunan gedung

fungsi khusus dari menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan

c.
umum
Sertifikat penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja dari
menteri yang menyelenggarakan
urursan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan
lzin usaha jasa konstruksi dari menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan
umum
lzin terkait penanaman modal asing dari
kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal
bukti pembayaran biaya permohonan
izin konstruksi

d.

e.

f.

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi

Operasi
Dokumen sistem manajemen
Daftar lnformasi Desain
Program proteksi dan keselamatan
radiasi
Dokumen sistem Safeguards
Dokumen rencana proteksi fisik
Program manajemen penuaan
Program dekomisioning
Program kesiapsiagaan nuklir
Program konstruksi

c.
d.

f.
g.
h.
i.

j
k.



l. lzin lingkungan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hiduP

Persyaratan finansial, (yang menjamin
pelaksanaan konstruksi sampai dengan
pelaksanaan operasi), meliputi.

a. Deposito berjangka pada bank
pemerintah

b. Surat jaminan bank garansi Pada
bank pemerintah atau bank swasta
nasional, atau

c. Cadangan akuntansi
2. Prosedur

P€rtrof"tiln I?('gistrasi

EleT^rcrahara
PNE}P

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari

Paling Lama 6 bulan
Palinq Lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 207.590.000
(Dua Rafus Tujuh Juta Lima Rafus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi
6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadaP

pelayanan perizinan dapat dilakukan
melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail.

pengad uan@baPeten. oo. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia,
dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di
Lobby Gedung B, BAPETEN.

-e-\-*:+



LAMPIRAN . !I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERn

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

6. Perpanjangan lzin Konstruksi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a.
b.

Laporan kemajuan kegiatan konstruksi
Program dan jadwal baru kegiatan
konstruksi

2. Prosedur

Pernolron Registr:asi

Elerr(rafiara
PNETP

Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Teknis Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 31.800.000
(Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah)

5. Produk lzin Konstruksi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Catt centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:



penoad uan@ bapeten. qo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia,
dan

t. Kotak pengaduan yang tersedia di

NO KOMPONEN URAIAN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PE LAYANAN (SERyrC E DELIVERYI

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

7. lzin Komisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan administratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala

daerah
c. Bukti pembayaran biaya permohonan izin

komisioning

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Program perawatan
d. Dokumen sistem manajemen
e. Program komisioning
f. Program proteksi dan keselamatan radiasi
g. Dokumen sistem Safeguards
h. Dokumen rencana proteksi fisik
i. Program manajemen penuaan
j Program dekomisioning
k. Program kesiapsiagaan nuklir
l. Laporan pelaksanaan lzin lingkungan

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

m. Laporan hasil keglatan konstruksi
n. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun

Persyaratan finansial, meliputi.
a. Bukti kemampuan finansial

pertanggungjawaban kerugian nuklir yang
berupa asuransi atau jaminan keuangan
lainnya, dan

b. Bukti jaminan finansial pelaksanaan
dekomisioning, berupa:

i. Deposito berjangka pada bank
pemerintah

ii. Asuransi, dan/atau
iii. Jaminan keuangan lainnya



2. Prosedur

Perrrohor': F<egistrasi

Elerrclahara
PT\IBP

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 1.5 Tahun

4. Biaya Rp. 151 .310.000
(Serafus Lima Puluh Safu Juta Tiga Rafus
Sepuluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Komisioning

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui.
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqad u a n@baPeten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di

Lobby Gedung B, BAPETEN.

--
,lr

+ziE
K'I.IJN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERYI

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

8. Perpanjangan lzin Komisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Laporan kemajuan kegiatan komisioning

b. Program dan jadwa! pelaksanaan
komisioning yang baru

2. Prosed u r

Perncrfton f<.egistrasi

Elendalrara
PI\J BP

Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Teknis Paling lama 6 bulan

4. Biaya Rp. 28.400.000, -
(Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu

Rupiah)

5. Produk lzin Komisioning

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.oo.id
c. Call centerTelplFax. 021-63q?199-



d. Surat elektronik pada alamat e-mail:
penoaduan@bapeten. qo. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di
Lobbv Geduns B, BAPETEN.

NO KOMPONEN URAIAN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR :453/DPIBN/X!!/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERn

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

9. lzin Operasi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan admi nistratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Bukti pembayaran biaya permohonan izin

operasi

Persyaratan Teknis
a. Laporan Analisis Keselamatan
b. Dokumen Batasan dan Kondisi Operasi
c. Program perawatan
d. Dokumen sistem manajemen
e. Program proteksi dan keselamatan radiasi
f. Dokumen sistem Safeguards
g. Dokumen rencana proteksi fisik
h. Program dekomisioning
i. Program kesiapsiagaan nuklir
j Laporan pelaksanaan lzin lingkungan

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

2. Prosed u r

Perrrol'ron Ftegistrasi

Ben<lahara
PI{E}P

Proses Penilaian

- -,a+ziE



Paling lama 30 hari
Paling Lama 2 Tahun
Paling Lama 4 Tahun

Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Rp. 270.1 10.000,-
(Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus

lzin Operasi

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke Inspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call center TelplFax: 021 -6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pengaduan@bapeten. qo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Pengelolaan Pengaduan

NO KOMPONEN URAIAN
3.

4. Biaya

5. Produk

6.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PE LAYANAN (SERvrC E DELTVERY

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

10. Perpanjangan lzin Operasi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Laporan analisis keselamatan

b. Laporan penilaian keselamatan berkala
c. Laporan operasi
d. Laporan kaiian penuaan

2. Prosed u r

P€rrro?rcrn IRegistrrasi

Elen<Jiah:rr;r
PNETP

Proses Penilaian

3. Waktu

Penilaian Teknis Paling lama 2 Tahun

4. Biaya Rp. 169.750.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. Produk lzin Operasi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnsPektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

-,-r)€+
}<TL'N



pengad uan@ bapeten.qo. id
e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN

dengan formulir yang telah tersedia, dan
f . Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

Geduns B, BAPETEN.

NO KOMPONEN URAIAN



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X|I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELIVERn

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

11. Persetujuan Modifikasi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Program modifikasi;
b. Sistem manaiemen modifikasi.

2. Prosed u r

Porno]'ro?-r

Eler-rclahara
PNE}P

Proses Penilaian

f<egistrasi

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen.
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 Hari
Paling Iama 6 Bulan
Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Rp.25.275.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh
Lima Ribu Rupiah)

5. Produk Persetuj uan Modifikasi

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109



d.

a

f.

Surat elektronik pada alamat e-mail:
pengaduan@ba peten. oo. id
Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

B, BAPETEN.



LAMPIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLTR

NOMOR : 453/DPIBN/X||/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERyrC E DELIVERn

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

12. Persetujuan Utilisasi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Program utilisasi;
b. Sistem manajemen utilisasi.

2. Prosedur

Pern<rlrorl R.egistrasi

Elen<lahar:e
PNE}P

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen
Penilaian Teknis
Perbaikan Dokumen

b.
c.

Paling lama 30 Hari
Paling lama 6 Bulan
Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Rp 8. 625.000
(Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)

5. Produk Persetujuan Utilisasi

6. Pengelolaan Pengaduan engaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui.
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bqpeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109



d.

e.

a.

Surat elektronik pada alamat e-mail:
pqng3duan@bapeten. oo. id
Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan
Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby

B, BAPETEN.

2



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!I/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELIVERn

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

13. lzin Dekomisioning

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan administratif

a. Bukti pendirian badan hukum
b. Bukti pembayaran biaya permohonan

izin dekomisioning

Persyaratan Teknis
a. Program dekomisioning
b. Program proteksi dan keselamatan

radiasi
c. Dokumen sistem manajemen
d. Program kesiapsiagaan nuklir

2. Prosedur

Perr"rol^ron f16gistra i

Elenclatrara
PNBP

Proses Penilaian

3. Waktu
a. Penilaian KelengkaPan

Dokumen
b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

Paling lama 30 hari
Paling Lama 1 Tahun
Paling Lama 1 Tahun

4. Biaya Rp. 34.000.000,-
(Tiga Puluh Empat Juta RuPiah)

5. Produk lzin Dekomisioning

.F



NO KOMPONEN URAIAN

6. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dapat dilakukan melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website h.ttp://sippaten.bapeten.go.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

pengaduan@bapeten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia, dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby
Gedunq B, BAPETEN.



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 453/DPIBN/X!|/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN REAKTOR NON DAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN

PELAYANAN (SERvrC E DELTVERY

C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan lzin Reaktor Non Daya >10 MWt

14. Pernyataan Pembebasan

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Hasi! pelaksanaan dekomisioning
b. Hasil pelaksanaan penanganan limbah

radioaktif
c. Laporan pelaksanaan izin Iingkungan

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hiduP,dan

d. Hasil pengukuran paparan radiasi dan
kontaminasi zat radioaktif di dalam dan
di luar tapak.

2. Prosedur

Proses Penilaian

Waktu
a. Penilaian

Dokumen
Kelengkapan Paling lama 30 hari

Paling Lama 6 bulan
Paling Lama 6 bulan

b. Penilaian Teknis
c. Perbaikan Dokumen

3.

4. Biaya Rp. 22.300.000,-
(Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu

Rupiah)

5. Produk Pernyataan Pembebasan

Pernott.l>t.r

Berrclalrara
Pl\IE}P

g



Pengelolaan Pengaduan Pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan perizinan dapat dilakukan
melalui:
a. Datang langsung ke lnspektorat

BAPETEN
b. Website http://sippaten.bapeten.qo.id
c. Call centerTelplFax: 021-6302109
d. Surat elektronik pada alamat e-mail:

penqad uan@ ba peten. go. id

e. Surat tertulis ke lnspektorat BAPETEN
dengan formulir yang telah tersedia,
dan

f. Kotak pengaduan yang tersedia di
BAPETEN.


